
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.743, 2018 KEMTAN. Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura. Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 TENTANG 

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi 

Impor Produk Hortikultura, telah diatur Rekomendasi 

Impor Produk Hortikultura; 

  b. bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura perlu mengikuti perkembangan 

perdagangan dunia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/ 

11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang  

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ 

OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan 

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

35); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/ 

KR.010/9/2015 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1432); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/ 

KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370); 
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15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan 

untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar 

ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan 

untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/KR.040/ 6/2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang 

Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan 

Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 788); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ 

PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/ 

KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan 

Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1757); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ 

HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1674); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN                     

NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 TENTANG 

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang 

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Pasal 6 dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

(2) Direktur Jenderal dalam menetapkan pertimbangan 

produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan usulan dari kelompok kerja 

yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. 

(3) Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan        

di bidang perdagangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan RIPH 

sewaktu-waktu. 
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